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BUPATI ACEH BARAT DAYA 
PROVINSI ACEH 

PERATURAN BUPATI ACEH Bi-\RAT DAYA 
NOMOR 68 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENGESAHAN PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN TAHUN 2019 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

·. Menimbang a. bahwa perubahan rancangan Rencana Kerja Satuan Ke:rja 
Perangkat Kabupaten (Renja-P SKPK) Tahun 2019 di 
lingkungan Pemerintah Kabuoaten Aceh Barat Dava vang 
telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati No~or ~ 357 I 
Tahun 2019 ten tang Penetapan Rancangan Rencana Kerja \ 
Perubahan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-P 
SKPK) Tahun 2019 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Aceh Barat Daya, telah dilakukan penyempurnaan dan 
verifikasi untuk menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja 
Perubahan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-P 
SKPK) Tahun 2019; 

'~ 

\ 

"-----/ 

Iviengingat 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Ke:rja Pemerintah Daerah, Rancangan Renja 
Perubahan SKPK Tahun 2019 yang telah disempurnakan 
dan diverifikasi menjadi Rancangan Akhir Renja Perubahan 
SKPK Tahun 2019 harus disahkan oleh Kepala Daerah 
selanjutnya ditetapkan oleh Kepala SKPK untuk menjadi 
pedoman di lingkungan SKPK dalam menyusun program dan 
kegiatan prioritas SKPK pada tahun anggaran berkenan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pacta huruf 
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh 
Barat Daya tentang Pengesahan Perubahan Rancangan 
Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten 
Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh 
Barat Daya; 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Ka.bupo.tcn .1\.cch Bo..ra.t Da.ya, l{abupa.tcn Oayo Lue::;, 
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan 
Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

."r. 
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2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nom or 4179); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Negara Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 
5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

t 
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13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
3); 

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka ~ 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 550); 

18. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 
2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 

20. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-
2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Aceh Nomor 9); 

21. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas 
Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembar Aceh 
Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 
102); 

22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubemur Aceh Nomor 9 Tahun 
2017 ten tang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana 
Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi 
Khusus; 

23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 
2017-2022; 

24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Aceh 
Barat Daya Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten 



,_ 
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Menetapkan 

Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Day a Nom or 84); 

25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten 
Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten 
Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 111); 

26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten 
Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun 
Kabupaten Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh 
Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122); 

27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 (Lembaran 
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 3, \ 
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 
126); 

28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh 
Barat Daya Tahun 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat 
Daya Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten 
Aceh Barat Daya Nomor 128); 

29. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 28 Tahun 2018 
tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Barat 
Daya Tahun 2019 (Berita Kabupaten Aceh Barat Day a 
Tahun 2018 Nomor 38); 

30. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 56 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Aceh Barat Day a Tahun 2019 (Berita Kabupaten 
Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 56): 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG 
PENGESAHAN PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA 
KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN TAHUN 2019 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya; 
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten 
sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan; 

3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya; 
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya; 
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah 

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya; 
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat 

B qpnedq ndQlah Rq,1qn PerPn.~"nnaQn PPmbanalunan Daerah 
\.A. p I.A. \.A.. L\..1. .L.l. .L.olt..A..\..A.Vl...I..L ~ .&. V.L.l."-"L"'-.._..L \..A..L..I. .L V.l...&...l. b ..L..L .I. 

Kabupaten Aceh Barat Daya; 
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I. n..cuc:iiige:u! ud.ciC:tlJ. duaiai1 .:St;'HlU.Ct. l:1cik UC:W kt::wcijlUilil udeTdii 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

"'-

0 

'1. ~, _, - .•. -· ~ ·- L------- ___ ,_ ..]!.l-1-•-·---- ____ ,_ 1 
,bt?IJI#?I ,.,~11,10.1 t.~c.. .. .l~.:::_a.J-' ,~-1:7.1-'.,c;: '""-"-" ""''~ .... .,,.,,. ...,, .... ,...., .. .6., ........ "' .... ..6 ~----=-.L-.I...IILol 

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah tersebut; 
'"'~""'"""'='-""'-~ ...... ,_,.,....,_..."':":r-.\-\~ \(_-. ..... -..~..,.."""L~- ~< r-:--"'"'"''-,'"='"'"'""'.........., , ..... ~'Y"'t~ ~P,\~~"\·Y'"\""'f"'!.'"'!="' 
,. "'"';;..,;:_.,,. _ _,.,.:...O.,'i:_.. .. ..... •·..._:;:::::;..._~.,_..,J"';._.,;;_..._ .., _.._.,_,.;.;;.-,;;._..._~~;; .0.. .o..;..io .... O....il·.-4.~~.._-....&......._ .._."' ....._L..a..b ""-'"-""~""--"';.,..~ _.., ,_.__;,._T ._ ... 

disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan 

,....,..,. ... ._.,y-..... ~ ........ .4-..-...... -...-r.... -~ DPI .. ·- ,.....;;~-;......-.,. ;.,.a.-:. .. t-; ...... r~.--. 1_, . ..:--.o.'}~or::;i'T.t,J; Q,p.,~.Jl,...:J'¥-,.::,y·o r;-.T'i"J') )')"'~~ 
ptvi.J.f)\..,l.V.1.GlQ.l.~ ;. lt...l .1-1.1."'- U~J.J. U'--'.1. ~~'-'L~~l.. ~"-" ULC..Qf.A..J. .L.I ...... .L.L""-t.A..L.Lt.A..A..'-A. ....., .a..L.'-"--t..L.L.&: 

Daerah; 
Qf""':':f'll~.,.... v ..,. .. ~ ~ P.o-r,:>.,., NV<:> 1- U <> 1-.,,,,...<>+Pn V<l110" ~Pl~ni11 tnv~ 

----~\-- - -- ____ <.:> _____ -
--~ --- ... -

disingkat ~KPK adaiah perangkat kabupaten pada 
Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Barang; 

"' -r 1 -.. .- , ..-r '1_ 1 

!V~ _({__t:'!!~-C!.!"!O.. r~!_(_{l_le!11f!;!.!.!.1~1J ~-'dl{f5~ff IV,~rlr-:<{(5,-?f' L'-d'''"'1~<'·''-: ..... '2115 

selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan 
untuk periode 5 (lima) tahun. 

11 ~ Re.11Crt11!i Kc;j.H. 1~e-m~~?..T~g1.1.nan ~~~?Dupa.t.en.: 3rang s.clar;Jutn:.7a 
disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan untuk periode 
1 (satu\ tahun atau disebut Rencana Pembangunan Tahunan 
Tlo.o.-ra1-. 
J..-'U.'-'A~..l.. 

12. Rencana Strategis SKPK yang selanjutnya disingkat dengan 
R~n~-1-r!:> ~UPl( <lH<ll<lh rinlnJlTlPn nprPnr::~n::~~n ~KPK nntnk 

- -- - ----- -· • -· . -- J.. 

periode 5 (lima) tahun. 
13. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disingkat Renja SKPK 

' , 1 1 , 

a~.f-:?!-::?!! ~_?,<t .... M.<-~ ~~H .. -' l f. .I'• •'- (..-t 't.--~.1 La.a...r~ 

tahun. 

rt T TT""lT T .., _ -- ....__ -1- -- ,.... • ...,...! ,...... ...1 .... 
..__,, ... l ,_ 1t .f--l.' rc-~(..(. rl. _tJVi. .tll./llA-~· 1 '~-"---' 

..l ~V<A.t........,l 

14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 
\.,1 _'\.-.. .. 11""\-""----­
;:'\,~ ;_s l.~ i.-.. ~~1. i_~-~ ~ l>crubahan J?W~g sclaD.Jutnya CllSln.gt{at ~~u1~~ --~ 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 
belania. dan vembiavaan serta asumsi yang mendasarinya 
untuk periode l (satuj tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS-P 
_,,.:1.-.1.-.'h ... ,.....,....,_,.....,.....,....,.,.., .,....,...,_,......._,....., ..,.,..;,_,...;-j-'OIC, rl<::>-n TV:l-1-.nh-o;:,,.., h<lt~Cl 
--...---- ---~---o-- r- -o----- \:'"--------- -·-----· l.- _.._ __ ---

maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk 
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-P 
_..,....,...._..,.....,.. 4 4 <fO ~ o 'f ...-.,,._......,TT 

vn.r!'_ ~t::::U~!t!ttl <-!l~JJct~.n(_'- {_fc:t.!f5d!~ L'.!!.'-n.." 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya 
disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan 
pe111eri11ta_1-!at1 (1fu:~rart l\.a_bttpa~teTi ~-\cell. 13arat l)a~y·a ~y-ang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 
DPRK dan ditetankan denQ"an Oanun Kabunaten. 

16. Rencana Ke1ja Anggara11 Perubahan selanjutnya disingkat 
RKA-adalah Perubahan dokumen perencanaan dan 
___ llf'Y,.......,,..,rrn,.,...,.,.....,. -,7,-,......,N ho,....;c:"'l.; ,...o~,...,..,.....,.,.... ~.O."J""\tOo'I'"Vl""":l+~.,...,. .,...a.~i"f"'lo.....,'l 
!""'_ ......... b.,.__.._ ..... ~_..._ ... _.,.._.... ... '7':'> ...., ............. - .... ----------- ,---------r.-----, ----------
belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK-P. 

Pasai 2 

Da-n1.-, ... P <::UPV rli<>nt-ar-:lnv<> n1an111 a-1- · 
- ----_,.- - ~--- -- -------------~ -- -----...=.- '-'----

a. Program dan kegiatan yang meliputi progran1 dan kegiatan 
yang sedang betjalan dan kegiatan altematif atau baru. 

.. ,.. "' • .. • " , , • J.. " J. • • • - - ~ .1 - . ~ 
-f...l. Lrf.J!!_!:f.J:!!i! .!:'!..r.t;.-t~trt!l ...... Y~-115 fll.c::;tt....{.tJ~I".r7tl f.(j.f'\...r.l., .... , <2,(.<-f,(A t.(. .. .l..l.clf."a.L o\....(Gf.l.l. 

setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama 
gampong dan kecamatan. 

c:. J.I-_HJ.Ikato1- k"; i~;.f.1}.::t. }-artg terU1r1 dar-: 

A 

\ 



-,. 
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1. indikator kinerja progra1n yang memuat ukunitl spesftif..;: 
secara kuantitatif dan/ a tau kualitatif hasil yang akan 
.,. ~---~ -~ _l ___ .; ---~--· rln....., 

'~"'''-·'(4)Ll~'- '-"-~~"'- ~ ......... ~~ ........ ---
2. indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik 

secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran 
~.r:1'!"1'g ~fC8_f! ,_:;;,.-!-~~I'M; t';~,; !-t.,-.....-;.;-;(. 1 ~ 

.,.' --.-- '(.._ L ..1. -.._~ •'-•'"--_r-~~.._ ~-'""---~- - .._. o- •r- ~ . 

d. Kelompok sasaran yang memuat penjelasan terhadap 
karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat 
lru1gsu11g d.ari l1asi1 "kt:-g1ai-al.i, St-l-=H~_rt~ t-:;::e1~.:;mpoi~ mn.s:;:a-ral~::tt 

berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang 
\(-p.ln-.:n!'nl< n1!=l~y:::ar:::ak::~t n~ntan termare:inalkan. 

Pasal3 

Seluruh SKPK dilingkungan Pen-KT.i:;:.Ltul~ KabLtpater: i\.c.::h 3ara·L 
Daya menyusun Renja-P SKPK. 

I 1 \ , ...... ~ 

, "' ,~, 

Pasal ·i 

o ........... ~ .... _D QVDV rl~l~rH-.hlln<Y<:>n PPrnPrint~h K:::ahnn::=ttPn Ar.Ph .._ ___ ......... _,_ .... ---- -- ----o--- ---· ·4.....3-- ..._ 

Barat Daya menjadi dasar penyusunan KUA-P dan PPAS-P 
Tahun 2019 dan RKA-P Tahun 2019 masing-masing SKPK. 
_ ..... ..,.,........._..,...,.. 1'•-.• -r ~ '1 TT~1 ______ ..._ ___ "--1- T"1---+ "f'""\,....._.T..-., 
~!'----r!1_ <-!!..!t.!.Lf5.~-(-!.t'-t;rtlt t r::~~~~-' ,,,~~L" ,,a,,~..<~'""...l.J. ..E.-. ........ ..c..o~: ._,.;....~- .. ~--' ....... 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a_ Sekretariat Daerah Kabupaten; 
'· u. 

c. 
d. 

Sef{rt~tai-~a.t l)l~l-tl~; 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
Dinas Kesehatan: 

e. Dinas Peke1jaru'l U1nurr1 dan Penataan Ruang; 
f. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

g. 
h. 
!. 

J. 
k. 
"' .L 

T ;..,..,...l,.,ll.....,~n.,...., U~,-1,,~ • ...__ ......... ~----~-r-,--- - -----,-., 
Dinas Perhubungan; 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
f ,,,-rR&.• -~,....,_,.,..;:..,, ......_.. .......................... ~- '-' . _ _, _ _..-,.~.': 

Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah; 
Dinas Pertanian dan Pangan; 
Dlr1a5l\.e:a.uta11. c12Lil l~erikBI1.ar1.: 

m. 
n. 

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan; 
Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu 
Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 
n--....l .... ....:J,,1 ... .....:J-- n~-1--...--~- ....... -- ....... o-...... _.t::'lo.~""" ..... """""" .. 
L ....,.._._.....;...___...__._,._ --......._ a... """._....,...._ __ .a.,..._......_ .. ,_.._..., ...._ ._ .... _ ..... .,....,,..., -.--., 

p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 
q. Dinas Pertanahan; 

~ ... -· .. . -- - ... ._ ... 
r. ~t...fm~n .~BK!"C !../l"!J[_!.f~! !f::{.!t:.rgK~.~ r~!.-CKCt.~!, 

s. Inspektorat; 
t. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
Ll. Bada11 l1'-eua11gar1 r-;.abupatf~J'""'t; 

Pengendalian 

v. 
w. 

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten; 

X. 
u 

RHnan Kenee:awaian dan Pene:embangan Sumber Dava 
Man usia; 
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; 
~!:ltn!:ln Pnli~i P.!:lmono Pr.!:!i:=t cl:::an Wil:=tv:=ttul His.h:=th: 

. .. . ~ - -
z. Sekretariat MPU; 
aa. Sekretariat Majelis Adat Aceh; 
, ., ,.... .,_ j • 4. ~..,~.!'-."1~-- n~_....,,...l!_..l!t ____ ~ ............ -.-."!...... 
1'/J, «._.,,__;fi~-M~(<£,J'_' '~.(~ .ITLC~f«.".L't.1' -~ «..r.tL.f.~L.C..t~.tJ.o(..o(..t~ """"c:.&.....-_.~ .. ~ 

cc. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten; 
dd. Sekretariat Korpri. 

\ 



' . ..___. 

ee. Sekretariat Kecamatan Babahrot; 
ff. Sekretariat Kecamatan Kuala Batee; 
gg. Sekretariat Kecamatan Kuta Jeumpa; 
hh. Sekretariat Kecamatan Susoh; 
ii. Sekretariat Kecamatan Blangpidie; 
jj. Sekretariat Kecamatan Setia; 
kk. Sekretariat Kecamatan Tangan-Tangan; 
11. Sekretariat Kecamatan Manggeng; 

mm.Sekretariat Kecamatan Lembah Sabil. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

A#"V'"""'-r C"o~+-·"'.,...._ _,..........,ror a+-nh-.""' '!"'""I a~.a ; t hl.~,.... ~0cu .::>L-Lla._p 0.La.U0 meng\...LO.UUlll}a., ffiL-.LHL-r.Ln a n.a.ll 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya. 

Ditetapkan di Blangpidie 
pada tanggal 8~ 2019 M 

SA ~1440H 

~UPAT!AC~A,\ 

AKMAL IBRAHIM 

Diundangkan di Blangpidie 
pada tanggal 9 ~u..ei,; 2019 M 

~ /<A.{~ 1440 H 

~ SEKRETARIS DAERAH 
\ KABUPATE~CEH BARAT DAYA.t 

~ \~~ /L 

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR {;,[> 


